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BUPATI BUNGO, 
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran belanja dan 

pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah bagi setiap SKPD, maka perlu adanya 
pengaturan mengenai standar biaya di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bungo; 

b. bahwa dengan memperhatikan beban kerja yang diserahkan 
kepada Camat dan Lurah sebagimana dimaksud pada Pasal 46 
ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
tahun 2016 yang menegaskan bahwa Bupati melakukan 
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Aset Desa dapat 
melimpahkan kepada Camat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 
tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3755); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000. ·omor 8 , arabahan Lembaran egara Republik 
T ~ dor.esia . · c-o ... 3969 : 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daearah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5597),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); · 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 ten tang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
. ·om.or 5 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 
•• OrTI.Or 5655 . 
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Diundangkan di Muara Bungo 
pada tanggal ,}_ ,).. ..._ J.- 2016 

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 
.TELAH OH(l/11 SESUAI KETENrUAN 

-/!.l:KRETARlt 
?ADA TGL : 

~ 
H. IZU UIN. SE..~1.f: 

NIP .19 630809 19.9 

I 2016 TELAH D ITEUTI OLE H 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

I 

M~MUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS ;/ 
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG ~J_ 
PENETAPAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016. 

PasalI 
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bungo Nomor 18 
Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 20), Tabel 19 
diubah, sehingga Tabel 19 berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Menetapkan 

13.Peraturan Menteri Dalam egeri • -orno- .i.3 Tahun 2 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 
tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah: 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang 
Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah 
Provinsi/ Ka bu paten/ Kota; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bungo Tahun 2007 Nomor 12); 



l 
H. SUDIRMAN ZAINI 

Keterangan : 
: OB= Orang Perbulan 
: Tarnbahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat 

bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja 
ditetapkan sendiri 

I No URAIAN SATUAN BIAVA KETERANGAN 
(RP) 

1 2 3 4 

I 

I 1 Eselon II 2,000,000 OB 
I- i----------- 

2 Eselon III 1,500,000 OB .__. 

3 Eselon IV 1,100,000 OB 

4 Golongan IV 1,000,000 OB 

5 Golongan III 1,000,000 OB 

6 Golcngan II 800,000 OB 
- - ---- 

7 Golongan I 600,000 · OB 

8 Guru 450,000 OB 
n 

1 Carn at 2,000,000 OB - - 

2 Lu rah 1,250,000 OB 
• 

STANDAR BIAVA 
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS BERDASARKAN 

PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA 
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-E. "TAl G 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 18 TAHUN 2015 
=EmANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH 
h.ABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016 


